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KESIMPULAN

Berdasarkan pengalaman dan hasil dari penulisan laporan penulisan Praktek Kerja 

Nyata di Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas atau 

fungsi untuk mengelola keuangan daerah Kabupaten Jember berdasarkan APBD 

baik berupa pendapatan ataupun pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan 

yang ditetapkan oleh Undang-undang.

2. Dalam hal pengeluaran gaji pegawai negeri sipil, pengalokasiaan dana untuk 

gaji pegawai negeri sipil sudah dialokasikan secara khusus.

3. Sebelum pencairan dana terdapat beberapa tahapan yaitu : 

a. Penganggaran Kas.

b. Surat Penyediaan Dana (SPD).

c. Surat Permintaan Pembayaran (SSPP-LS) Gaji.

d. Surat Perintah Membayar (SPM).

e. Surat Perintah Pecairan Dana Kepada Bank Yang Ditunjuk.

f. Surat Pertanggungjawaban Pengeluaran (SPJ).

4. Penyusunan anggaran kas pemerintah daerah dilakukan guna mengatur 

ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai 

dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah 

disahkan. Berdasarkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun, Kepala 

SKPD menyusun rancangan anggaran kas yang diserahkan kepada PPKD selaku 

BUD.

5. Setelah APBD ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan DPA-SKPD telah 

disahkan oleh PPKD. Bendahara masing-masing SKPD belum bisa melakukan 

permintaan dana. SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD 

dalam rangka manajemen kas daerah. Artinya BUD harus mampu 

memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam memenuhi kebutuhan dana 

SKPD.



6. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran 

kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SPKD 

berdasarkan SPD yang telah dikeluarkan dan berdasarkan SPD atau dokumen 

lain yang dipersamakan dengan SPD bendahara pengeluaran mengajukan Surat 

Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan 

SKPD. SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk 

dibayarkan kepada SKPD.

7. Surat Perintah Membayar (SPM) diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa. 

Surat Permintaan Pembayaran dinyatakan lengkap dan sah. SPM ini diterbitkan 

pada Kuasa BUD dalam rangka penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D). Proses Penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan 

pengeluaran yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. SPM

juga dibedakan menjadi 4 (empat) sesuai dengan jenis SPPnya, yaitu SPM UP, 

GU, TU dan LS. Proses ini dimulai dengan pengujian atas SPM yang diajukan 

baik dari segi kelengkapan dokumen maupun kebenaran pengisiannya.

8. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan 

oleh Kuasa BUD setelah Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang 

diajukan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran. SP2D atau 

Surat Perintah Pencairan Dana adalah surat yang dipergunakan untuk 

mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD.

SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja.

9. SPM dan SP2D selanjutnnya diserahkan kebagian pembukuan dan verifikasi 

untuk dilakukan pencatatan akuntansi. 
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